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KEPALA DESA GONDOHARUM

EKECAMATAN PAGERUYUNG EABUPATEN KENDAL

FPERATURAN DESA GONDOHARUM

NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA RERJA PEMERINTAH DESA GONDOHARUM

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDOHARUM ,

bahwa sesusi ketentuan pasal 4 pada ayat (1) huraf b
Peraluran Mcenteri Dalam Negeri Nomeor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa [REP Desa)
yang merupaksat penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 1 [satu) tahun;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 21 Tabun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
periu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) untuk mendukung Pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan horof b, periu
menetapkan Peraturan Desa tentany Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 lentang
Penetapan Peératuran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peramuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Afas Peraturan Pemeriniah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Poraturan Pelaksansan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemenntah Nomor &) Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
scbagaimana  telah divbah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Talmn 2014
ftentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):

Peraturan Presiden Nomor 59 Tehun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136};

Perataran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penectapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daeruh Kabupaten Kendal Tghun 2016
Nomor 1 S8ern E No. 1, Tambahsn Loembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa [Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
193}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 2094;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 44 Tahun 2016
lenlang Kewenangan Desa (Benta Neogara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyvawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

-Peraturan  Menteri Desa Pembangunan Daergh

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman Umum — Pembangunan  Dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa ([Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
di Kabupaten Kendal [Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 80):

Peraluran Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Huk Asal-Usul



Menetapkan
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dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018
Nomor 30);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

Peraturan Desa Gondoharum Nomor 03 Tahun 2017
leniang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Gondoharum Tabun 2017 Nomor 03);

Peraturan Desa Gondoharum Nomor 04 Tahun 2020
lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gondoharum Tahun
2020 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOHARUM

Dai
KEPALA DESA GONDOHARUM

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA GONDOHARUM TAHUN 2024

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.
2 48

3.

Daerah adalah kabupaten Kendal.

Dcsa  adalah desa  Gondoharum — kecamalan
Pagenuyung.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjuinya discbut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum vyang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mMEngurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyvarakat sctempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa  adalah  foepala  dess dilsanlo
perangkal desa sebagai unsur  penyelenggara
pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondoharum

Badan Permusyawaratan Desa wyang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya  merupakan
wakil dun penduduk desa berdasarkan kotorwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Feraturan Desa adalah peraturan perundang
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Decsa setelah



dibahas dan disepakati bersama BPD.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa
vang dapat dimlai dengan uang serta segala sesuatu
berupa vang dan barang vang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

10. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari
kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan DBelanja Desa  ataun
perolehan hak lainnya yang sah.

11. Pembangunan Desa adalah wupava peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk scbesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Kawasan Pordesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan wutama pertanian, termasulk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
scbagai tempat permukiman perdesaan, pelavanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomm.

13 Pemberdayaan Masyamakat Desa adalah upaya
mengembangkan  kemandirian  dan  kescjahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui
penetapan  kebijakan, program, | kegiatan, dan
pendampingan vang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Musyawarah Desa atau vang discbut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakal yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menycpakati halyang
bersifat strategis.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dcsa yang
selanjuinya disebut dengan Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
magyarakat vang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk  menetapkan prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuban Pembangunan Desa vyang
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/fatau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

5. Musyvawarah Badan Permusyawaratan Dcsa atau yvang
disebut dengan namsa lain adalah musvawarah yang
dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dalam rangka menghasilkan keputusan Badan
Permusyawaratan Desa terhadap hal yang bersifat
strategis.,

17. Kencana Pembangunan Jangka Menengah Desa vang
selanjutnya disebut dengan RPEIM  Desa adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
wakiu & (enam) tahun.

18, Rencana Kerja Pemerinlah Desa yang selanjutnya
disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun.

19, Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Deea yvang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun vang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada pemerintah daerah Lkabupaten/kota
melalui  mekamisme percncanaan pembangunan
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daerah.

2DGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembungunan
berkelanjutan.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi vang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, haik
mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta  dengan
mempertimbanglkan, antara lain, keadilan gender,
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warpa disabilitas
dan marginal, pelestatian linglungan  hidup,
pendayagunaan tcknologi tepat guna dan sumber daya
lokzl, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan
lokal,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa vyang
selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintzhan Desa. yvang dibahas
dan digepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapalan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan permnbangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan
ADD adalah dana perimbangan wang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN REKP DESA

Pasal 2

REP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika
sebagai benkul:
BABI : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum.
1.3. Tujuan dan Maniaat.
1.4. Proses Penyusunan REP Desa.
1.5. Sistematika.
BAB I GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
: 2.1, Visi-Misi Kepala Desa.
2.2, Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kcmiskinan.
2.4, Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
pada REP Deaa Tahun achelummgyn
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
3.3. ldentifikasi masulah  berdasarkan
RPJIM Desa.



3.4. Identifikasi Masalah  Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, knsiz politilk, krisis
ckonomi dan atau kesusahan sosial
vang berkepanjangan.

3.5, ldentifikasi Masalah  berdasarkan
Prioritas  Kebijakan Pembangunan
Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROCRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA-

4.1. Prioritas Program dan Kepiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun

2024.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal
usul.

4.3. Berdasarkan Kewcnangan Lokal Skala
Desa.

4.4. Proritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun 2024,
4.5. KEebiyjakan Keuangan Desa.
BAEBEV : PENUTUP
LAMPIRAN

{2) Penjabaran sistematika REFP Desa Tghun 2024
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa Ini.

Fasal 3
RKF Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan masyarakat dalam pelaksanasn pembangunan Desa
Tahun 2024,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan sccara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran (PKA).

Pasal 5

REKP Desa dapat diubah dalam hal -

a. terjadi peristwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ckonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan; atan

b. terdapat perubahan mendasar atas  kebsjakan
Pemerintah, Pemerintah Dacrah Provinsi, dan/fatau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o dibahas dan disepakati melalui Musrenbang Desa dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.



BABE [lI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2024,
{2} Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa inj,
scpanjang mengenai tcknis pelaksanaannya diatur
lebih lanjut vleh Kepala Desa_

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglkan:

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalarmn Lembaran Desa
Crondoharim

Diundangkan di Gondoharum
pada tanggal 31 Septmber 2023

SEKRE

NUR

5 DESA GONDOHARUM,

AN ROHIM

LEMBARAN DESA GONDOHARUM TAHUN 2023 NOMOR 02



